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Sumber Berita : 

Harian Bali post, Senin 5 mei 2014 

 

Catatan : 

Pengaturan terkait pemberian hibah dan bantuan sosial diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dirubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

� Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa Hibah adalah Pemberian uang/barang atau jasa dari 

pemerintah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, 

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus 

yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, Pasal 1 

angka 15 menyebutkan bahwa Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa 

uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk 

melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.  Pada Pasal 1 angka 16 disebutkan 
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Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya 

kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 

sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam 

yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat 

hidup dalam kondisi wajar.  

� Pasal 19 ayat 2 menyatakan bahwa Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi: Laporan 

Penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang 

diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dan bukti-bukti 

pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima 

hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa 

barang/jasa. 

� Pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi : 

laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial, surat pernyataan 

tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan 

sesuai dengan usulan; dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan 

perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah 

terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang. 


